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Abstrak

Penunjukan Penjabat (Pj) kepala daerah oleh Pemerintah Pusat menjadi isu hukum terkait
konstituionalitas Pj tersebut. Problematika muncul terkait konstitusionalitas penunjukan jabatan
kepala daerah ini, khususnya dalam kaitannya dengan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945,
Mekanisme penunjukan Pj tidak secara spesifik disebutkan dalam UUD NRI 1945, sehingga
pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Permendagri N0.4/2023 tentang
Penjabat untuk mengatur secara spesifik terkait penunjukan Pj kepala daerah tersebut. Kekosongan
jabatan kepala daerah tersebut terjadi karena pilkada serentak 2024, konsekunsi dari pilkada
serentak tersebut adalah pilkada tahun 2022 dan tahun 2023 ditiadakan. Dari penjelasan diatas,
penelitian ini bertujuan menganalisis konstitusionalitas penunjukan Pj Kepala Daerah yang diatur
pada Pasal 201 ayat (9) UU No. 6/2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah
sesuai dengan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945, dengan frasa “dipilih secara demokratis”.
Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yang menempatkan hukum sebagai
bangunan sistem norma hukum. Sistem norma hukum yang dibangun adalah mengenai prinsip,
norma, aturan perundang-undangan, putusan pengadilan, kesepakatan, dan doktrin hukum. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa penunjukan Pj Kepala Daerah oleh pemerintah pusat untuk mengisi
jabatan kepala tersebut secara normatif memenuhi persyaratan Pasal 201 ayat (10) dan (11) UU No.
6/2020 tentang Pilkada. Namun, penunjukan Pj Kepala daerah tersebut secara materil dan
substansial telah melanggar prinsip-prinsip konstitusionalisme, yaitu negara hukum dan negara
demokrasi, serta otonomi daerah yang tercantum dalam UUD NRI 1945,
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PENDAHULUAN

Dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pemerintahan dijalankan
oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat dikepalai oleh presiden dan
wakil presiden dibantu oleh para menteri sedangkan pemerintah daerah dijalankan oleh
kepala daerah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dalam sistem
pemerintahan daerah, kepala daerah menjalankan tugas yang ditetapkan oleh undang-
undang dan tugas yang diberikan oleh otonomi daerah. Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI) memiliki asas otonomi yang luas dan negara kesatuan yang berdasarkan
demokrasi.

Penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah (pilkada), khususnya pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota merupakan upaya pemerintah untuk menjalankan
desentralisasi kekuasaan secara demokratis. Desentralisasi merupakan wujud politik
pemerintah pusat dengan melakukan pemencaran kekuasaan yang menyebabkan
diperlukannya sosok pimpinan eksekutif di daerah sebagai perwakilan pemerintah pusat
yang dipilih secara demokratis oleh rakyat.

Daerah otonom harus dapat mandiri sehingga dapat memahami kebijakan nasional
yang berjalan, dan pemerintah pusat harus mendorong potensi daerah terutama sumber daya
manusianya. Sebab, jika kondisi daerah otonom buruk, hal itu pasti akan berdampak pada
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kelangsungan hidup daerah otonom yang bermartabat.

Dalam struktur herarki hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah,
Pasal 18 UUD NRI 1945 hanya mengatur pemilihan pejabat politik di tingkat daerah. Pasal
18 ayat (4) UUD NRI 1945 menentukan bahwa prosedur pengisian jabatan kepala daerah
dengan frasa “...dipilih secara demokratis”. Sehingga penunjukan Penjabat (Pj) kepala
daerah oleh Pemerintah Pusat menjadi isu hukum terkait konstituionalitas Pj tersebut,
menjelang pemungutan suara serentak nasional November 2024. Problematika muncul
terkait konstitusionalitas pengisian jabatan kepala daerah ini, khususnya dalam kaitannya
dengan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945.

Dalam Pasal 201 ayat (9) UU No. 6/2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota yang berbunyi “...diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat
Walikota sampai dengan terpilinnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun
2024”, sehingga memberikan kewenangan kepada pemerintah pusat untuk mengakat Pj
Kepala Daerah, penunjukan Pj kepala daerah tersebut diperlukan untuk mengisi
kekosongan jabatan serta menjaga stabilitas pemerintahan daerah. Namun Penunjukan Pj
kepala daerah dianggap bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945,
mengamanatkan pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat.

Penyelengaraan pemungutan suara serentak nasional pada bulan November 2024
melahirkan impilkasi hukum yang serius karena menimbulkan kekosongan kekuasaan di
pemerintahan daerah. Kekosongan jabatan kepala daerah terjadi karena dihapusnya pilkada
2022 dan 2023 yang mengakibatkan sebagian besar daerah dari tingkat provinsi hingga
kabupaten dan kota tidak memiliki kepala daerah definitif. Sehingga mengharuskan
pemerintah pusat melakukan pengangkatan Pj kepala daerah untuk mengisi jabatan
tersebut.

Berdasarkan UU No0.6/2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota,
kekosongan jabatan Kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat terjadi menurut Pasal 173
yaitu, pertama meninggal dunia, kedua permintaan sendiri, dan ketiga diberhentikan.
Konstitusionalitas terkait penunjukan Pj kepala daerah dipertanyakan karena kekosongan
jabatan kepala daerah terjadi bukan karena hal yang disebutkan diatas, tetapi karena masa
jabatan kepala daerah berakhir sebelum pemungutan suara nasional serentak 2024
mendatang.

Penulis kemudian melakukan penelitian hukum normatif tentang masalah ini karena
perlu adanya peninjauan kembali akademis untuk menemukan jawaban tentang
konstitusionalitas penunjukan Pj Kepala Daerah.

METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang menempatkan hukum
sebagai bangunan sistem norma hukum, sistem norma hukum yang dibangun adalah
mengenai prinsip, norma, aturan perundang-undangan, putusan pengadilan, kesepakatan,
dan doktrin hukum. Fokus penelitian hukum ini untuk menganalisis aturan hukum,
mengkaji pertentangan norma atau konflik norma, prinsip hukum, dan doktrin hukum untuk
menjawab isu hukum tersebut. Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan dua
pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual (Marzuki,
2005).

HASIL DAN PEMBAHASAN
Mekanisme Penunjukan Pj Kepala Daerah
Ada beberapa mekanisme yang dapat digunakan untuk mengisi jabatan kepala daerah
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pada masa transisi pilkada serentak nasional 2024: penunjukan pelaksana harian (Plh),
pelaksana tugas (PIt), penjabat sementara (Pjs), dan penjabat kepala daerah (Pj). Apabila
masa jabatan kepala daerah definitif selesai dan kepala daerah tersebut tidak memiliki cuti
kampanye, istilah "Penjabat™ (Pj) digunakan untuk menunjuk pejabat pengganti.

Menurut Pasal 201 UU 6/2020, jabatan kepala daerah akan diisi oleh Penjabat (Pj)
hingga kepala daerah baru dilantik. Oleh karena itu, sebelum pilkada serentak, terutama
pilkada serentak 2024, istilah yang digunakan untuk mengisi jabatan kepala daerah adalah
Pj.

Pasal 201 UU No. 6/2020 menetapkan prosedur untuk mengisi kekosongan jabatan
kepala daerah melalui penunjukan Pj kepala daerah. Pasal 201 ayat (9), (10), dan (11) UU
No. 6/2020 berfungsi sebagai referensi atau dasar hukum bagi tindakan yang diambil oleh
pemerintah pusat untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur dan wakil gubernur, bupati
dan wakil bupati, dan walikota dan wakil walikota yang masa jabatan mereka berakhir pada
tahun 2022 dan 2023 karena penundaan karena.

Pemerintah pusat memilih untuk menunjuk PJ kepala daerah untuk mencegah
kekosongan jabatan. Ada 101 kepala daerah yang masa jabatan mereka akan berakhir pada
tahun 2022, termasuk 7 gubernur, 76 bupati, dan 18 walikota. Namun, pada tahun 2023,
170 kepala daerah, terdiri dari 18 gubernur, 115 bupati, dan 38 walikota, akan diangkat
sebagai pengganti oleh Pj kepala daerah.

Dalam keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XX/2022, MK menyarankan
pembuatan undang-undang atau peraturan pelaksana terkait penunjukan Pj kepala daerah,
sehingga pemerintah pusat melalui Mendagri mengeluarkan peraturan pelaksana terkait
penunjukan Pj kepala daerah yang termuat dalam Permendagri No0.4/2023 tentang Penjabat.
Dalm Pasal 4 ayat (1) Permendagri N0.4/2023 menyebutkan “pengusulan Pj Gubernu
dilakukan oleh, Menteri dan DPRD melalui ketua DPRD Provinsi”, dari pasal tersebut
dapat disimpulkan Kketerlibatan publik atau rakyat secara langsung bahwa proses
penunjukan Pj tidak melibatkan publik.

Konstitusionalitas Penunjukan Pj Kepala Daerah

Konstitusionalitas mengacu pada kesesuaian suatu norma hukum dengan konstitusi.
Konstitusionalitas memiliki peran penting dalam menjaga supremasi hukum dan demokrasi.
Konstitusi merupakan norma hukum fundamental yang memuat norma-norma dasar negara,
termasuk struktur dan fungsi pemerintahan, hak asasi manusia, dan pembagian kekuasaan.
Istilah "konstitusi" berasal dari bahasa Latin, dari kata "jus" atau "ius", yang berarti "hukum
atau prinsip” (Asshiddiqie, 2005).

Konstitusionalitas menurut Black's Law Dictionary adalah istilah hukum yang
merujuk pada kesesuaian suatu tindakan, hukum, atau peraturan dengan konstitusi.
Konstitusionalitas menjadi pertanyaan utama apakah suatu tindakan atau hukum yang diuji
sesuai dengan prinsip-prinsip dan ketentuan yang tercantum dalam konstitusi suatu negara.
Jika suatu tindakan atau hukum dianggap sesuai dengan konstitusi, maka dapat dikatakan
konstitusional. Namun, jika tidak sesuai dengan konstitusi, tindakan tersebut dapat
dinyatakan tidak sah atau tidak konstitusional oleh MK yang memiliki kewenangan
memutuskan perkara tersebut. Dengan demikian, konstitusionalitas adalah konsep kunci
dalam menjaga keseimbangan kekuasaan antara pemerintah dan hak-hak individu dalam
suatu negara berdasarkan kerangka hukum yang ditetapkan oleh konstitusi.

Seperti yang telah dijelaskan diatas, penunjukan Pj kepala daerah merupakan
kewenangan pemerintah pusat melalui Mendagri. Sebagai pemegang kedaulatan tertinggi,
partisipasi rakyat dalam hal ini terabaikan. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip-
prinsip otonomi daerah dan bertentangan dengan nilai-nilai konstitusi. Keterlibatan
partisipasi rakyat merupakan prinsip pelaksanaan otonomi daerah menurut konstitusi.
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Terkait penunjukan Pj kepala daerah, hingga saat ini belum ditemukan norma hukum yang
memuat atau mewajibkan keterlibatan partisipasi rakyat dalam proses penunjukan Pj kepala
daerah tersebut. Partisipasi politik dari rakyat adalah hak konstitusional yang harus ikut
ambil bagian dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai pemenuhan nilai-nilai
kedaulatan rakyat yang ideal menurut konstitusi.

Mekanisme penunjukan Pj Kepala Daerah membutuhkan dasar hukum atau pedoman
yuridis yang tidak hanya cukup berpedoman pada Pasal 201 UU No. 6/2020 Tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Namun, juga diperlukan sistem peraturan
pelaksana yang lebih koperensif, terintegrasi, lengkap, dan menyeluruh yang mencakup
mekanisme, standar, wewenang, tugas, dan fungsi Pj Kepala Daerah. Oleh karena itu,
perangkat hukum, seperti peraturan pemerintah atau peraturan pelaksana, sangat penting
untuk menunjuk Pj Kepala Daerah yang berkualitas, kredibel, dan memahami masalah
rakyat di daerah dan mampu memberikan solusi yang realistis.

Berdasarkan putusan MK Nomor 15/PUU-XX/2022 pemerintah pusat melalui
Mendagri mengeluarkan peraturan pelaksana terkait penunjukan Pj kepala daerah yang
termuat dalam Permendagri No0.4/2023 Tentang Penjabat. Namun subtansi dari
permendagri tersebut masih kurang melibatkan partisipasi rakyat secara langsung, sehingga
dianggap bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945. Dalam Pasal 1 ayat (2)
UUD NRI 1945 menyebutkan “Kedaulatan berada di tangan rakyat...”, bahwa wewenang
untuk memerintah harus melalui persetujuan rakyat itu sendiri. Oleh sebab itu kedaulatan
rakyat menjadi penting bagi pemerintahan daerah dalam prinsip kedaulatan rakyat menjadi
alasan bagi rakyat untuk patuh kepada pemerintah sebagai konsekuensi dari persetujuan
yang diberikan. Pemerintahan daerah yang tidak melalui mekanisme persetujuan rakyat
secara langsung tidak memiliki hak moral untuk memerintah. Dengan demikian, rakyat
tidak memiliki kewajiban moral untuk patuh.

Pentingnya peraturan pelaksana secara subtansi dari Pasal 201 UU Pilkada, yaitu
keterlibatan rakyat secara langsung untuk mengantisipasi banyaknya konflik kepentingan
dalam penunjukan Pj kepala daerah tersebut. Dengan banyaknya uji materiil kekhawatiran
rakyat akan proses penunjukan Pj yang dinilai tidak transparan dan rentan dipolitisasi oleh
penguasa. Meskipun penunjukan Pj merupakan hak prerogatif Presiden atau pemerintah
pusat tetapi peran keterlibatan rakyat yang dipimpin di daerah sangat penting. Ketentuan
Pasal 201 UU No. 6/2020 tentang Pilkada dapat memberikan kewenangan tanpa batas bagi
pemerintah untuk menunjuk Pj kepala daerah yang berujung peluang besar terhadap konflik
kepentingan. Putusan MK 15/PUU-XX/2022, Putusan MK 67/PUU-XI/X1X/2021 dan
Putusan MK Nomor 18/PUU-XX/2022, seharusnya mempunyai nilai eksekutabilitas
sebagai rujukan menyusun peraturan pemerintah mengenai penunjukan penjabat kepala
daerah ketika telah memiliki kekuatan hukum.

SIMPULAN

Metode penunjukan Pj Kepala Daerah yang mengabaikan kedaulatan rakyat dan
menempatkan kekuasaan pada pemerintah pusat. Mekanisme yang tidak transparan dan
tidak dapat dipertanggungjawabkan yang secara langsung melibatkan masyarakat. Secara
kongkrit, penunjukan Pj Kepala Daerah menimbulkan tiga bentuk kemunduran dalam
demokrasi. Pertama kembalinya sentralisasi kekuasaan di tangan pemerintah pusat, kedua
tergerusnya partisipasi rakyat menjadi normalisasi untuk menunda pilkada, dan ketiga
kemunduran esensi kedaulatan rakyat. Meskipun secara normatif, penunjukan Pj Kepala
Daerah yang telah dilakukan oleh pemerintah pusat untuk mengisi kekosongan jabatan
kepala tersebut, secara yuridis formil atau tekstual telah sesuai dengan ketentuan Pasal 201
ayat (10) dan (11) UU No. 6/2020 tentang Pilkada. Tetapi secara materil dan substansi
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penunjukan Pj Kepala daerah tersebut telah melanggar prinsip konstitusionalisme, yaitu
prinsip negara hukum dan prinsip negara demokrasi, dan otonomi daerah sebagaimana
yang terdapat dalam UUD NRI 1945. Dan tidak memenuhi asas tranparansi, asas
keterbukaan dan asas akuntabel yang terdapat pada asas penyelenggaraan negara, serta
asas pemerintahan yang baik. Penundaan pilkada pada tahun 2022 dan 2023 menjadi
pilkada serentak tahun 2024 secara yuridis formil memiliki dasar hukum dan legalitas.
Tetapi dari aspek hukum tata negara, khususnya dari aspek prinsip konstitusionalisme,
negara hukum dan negara demokrasi tidak terpenuhi dan tidak berdasarkan konstitusi.
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